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ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 
33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas 
dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan 
dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib 
membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di 
lingkungannya 

  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan 
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan 
informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina 
dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum 

  - Dasar  Hukum keputusan  ini  adalah  :  Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), 
Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109), PKPU 
Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan PKPU Nomor 4 Tahun 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786), Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), PKPU Nomor 16 Tahun 
2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi 
Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 November 2024 

 


